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| segera terbentuk.

PPNS Paja

JOGJA - Pemkot Jogja siap per-
cepat pembentukan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
pajak. Bahkan Wali Kota Haryadi
Suyuti (HS) menjanjikan reali-
sasi pembentukan PPNS Pajak,
paling lambat akhir tahun ini.

Menurut HS, keberadaan
PPNS Pajak menjadi kebutuhan
mendesak, untuk menyidik wa-
jib pajak (WP) yang terduga
melakukan per 1

Dibentuk
Tahun ini

Untuk Imbangi Sistem E-Tax
Pajak Hotel dan Restoran

PPNS yang diambilkan dari Di-
nas Ketertiban (Dintib) untuk
bisa membawa ke meja hijau
pelanggar pajak. Tim tersebut
akan dibekali mengenai pajak,
sehingga bisa membuktikan
adanya pelanggaran.

HS berharap, keberadaan tim
tersebut hisa meningkatkan ke-
patuhan wajib pajak dalam
membayarkan pajaknya. Fokus

pajak. Terutama pajak hotel dan
restoran yang mulai April ini
telah menerapkan sistem online
atau e-tax (electronic tax).

"Pajak bukan penghasilan yang
disisihkan dan kemudian disetor
ke kas daerah atau kas negara.
Pajakadalah kewajiban yangharus
dibayarkan wajib pajak. Semuanya
harus melaksankan kewajibannya,”
ujar HS, kemarin (13/4).

Ta menegaskan, karena pajak
merupakan kewajiban, sehingga
pemerintah bisa melakukan upaya
paksa. Hal itu pula yang akan
dilakukan pemkot dalam mener-
tibkan pembayaran pajak hotel
dan restoran yang baru tigahotel
menerapkan e-1ax tersebut.

“Sesual amanah undang-
undang, pemerintah bisa me-
maksa warganya yang menjadi
wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban,” tandasnya.

Selain sebagai upaya memaksa,
keberadaan PPNS Pajak, juga un-
tuk menekan kebocoran dari pajak
hotel dan restoran. HS mentarget-
kan, setelal) e-tax berjalan, PPNS
Target kami
tahunini terealisasi,” tambahnya.

Awal 2015 ini, pemkot sudah

memberikan pelatihan kepada

utamap p ¥
pajak daerah pada tahun ini,
adalah untuk wajib pajak hotel
dan restoran,

Ketua Komisi B DPRD Kota
Jogja Nasrul Khoirimendukung
upaya pemkot tersebut. Apalagi,
keberadaan PPNS ini sesuai
dengan UU No 28 tahun 2009
tentang Pajak Daerah. "Hanya
saja, tim ini harus diisi dengan
sumber daya manusia yang ber-
kualitas," ujarnya.

Nasrul mengatakan, ada ke-
tentuan yang jelas terkait tugas
dan fungsinya. Itu yang harus
menjadi pedoman pemkot se-
belum membentuk PPNS. " Agar
tidak terjadi hal-hal yang justru
berpotensi merugikan keuangan
daerah,” jelasnya. -

lamenyebut, pelaksanaanelec-
tronic tax (e-tax) yang bart difkut
sejumlah wajib pajak hotel dar
restoran bisa terusdikembangkan,
sehingga bisadiikuti cleh seluruh |
wajib pajak. "Jika sistem ini bisa
diikuti oleh semua walfb pajk
akan sangat baik,” tuturnya.

Jika pemket benar menekan
kebocoran pajak, kata dia, pihaknya
akan mengajukan peningkatan
PAD. Terutama dasi pos angga-
ran pajak daerah. (eri/jko/ga) :
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